
BUPATI NGANJUK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 31 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

Menimbang: bahwa dalam rangka menindakianjuti ketentuan Pasal 26 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur 

Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2021 dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan D aerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700). 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495). 

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Paraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang 

S inkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 105); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang 

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 225); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019; 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Flukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; 

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan 
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah di Daerah; 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021. 
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30.Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2021; 

31.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); 

32.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 

04) 

33.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 8) 

34.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20 18-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 
2021. 

BAI3I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati irii yang dimaksud dengan: 

1 Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk. 

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Nganjuk. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 



pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

ada. 

7. Pembangunari Daerah adaah perubahan yang 

dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh 

seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi 

daerah. 

8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hash yang terukur sesuai dengan misi. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 20 18-2023 yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan 

Tahunan Daerah yang berbentuk dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 

yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten 

Nganjuk yang selanjutnya disebut PPAS adalah program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum 

disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Nganjuk. 



14. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah 

sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dan sekumpulan tindakan 

pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis 

sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang 

dan jasa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran program 

RPJMD, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan 

Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prionitas 

Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta Kaidah 

Pelaksanaannya. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(1) Penetapan RKPD Tahun 2021 dimaksudkan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, 

KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten Tahun Anggaran 

2021; 

(2) Penetapan RKPD Tahun 2021 mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang 

sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan 

nasional, Provinsi dan Kabupaten. 



BAB IV 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) Sistematika RKPD Tahun 2021 meliputi: 

a. BABI : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, dasar hukum, 

hubungan antardokumen, maksud dan 

tujuan serta sistematika RKPD; 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Memuat gambaran umum daerah 

berdasarkan aspek geografis, demografis, 

kesej ahteraan rakyat, pelayanan umum, 

daya saing dan Evaluasi Pelaksanaan 

Program dan kegiatan RKPD sampai 

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; 

c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI 

DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 

DAERAH 

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah 

dan arah kebijakan keuangan daerah; 

d. BAB IV : SASARAN dan PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 

Memuat tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah, tahapan dan skala 

prioritas, prioritas pembangunan daerah 

Tahun 2021 dan keterkaitan rumusan 

prioritas pembangunan daerah dengan 

prioritas pembangunan nasional dalam 

rancangan RKP Tahiin 2021; 

e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAEPAH 

Memuat kebijakan umum rencana kerja 

clan pendanaan daerah dan rencana 



kerja perangkat daerah dan 

pendanaannya; 

f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

Memuat capaian kinerja penyeleng-

garaan urusan pemerintahan Kabupaten 

Nganjuk; 

g. BAB VII: PENUTUP 

h. LAMPIRAN 

(2) Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 

Peraturan Bupati mi. 

BABV 

PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM 

DAN KEGIATAN 

Pasal 5 

(1) Pemetaan dan Pemutakhiran Nomenklatur Program dan 

Kegiatan merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD 

yang dilaksanakan sesuai dengan kiasifikasi, kodefikasi 

dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

(2) Dalam hal proses pemetaan terdapat program dan 

kegiatan RKPD Tahun 2021 yang belum sesuai dengan 

kiasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemuktahiran 

kiasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, 

kegiatan dan sub kegiatan.. 

(3) Pemuktahiran kiasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 

program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.; 
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(4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi lampiran yang tak terpisahkan dan Peraturan 

Bupati tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 

dan menjadi pedoman dalam penyusunan kiasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan Renja 

Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, serta APBD 

Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 21 Juli 2020 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

Diundangkan di Nganjuk 

pada tanggal 21 Juli 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

Kepala Dinas Perhubungan 

ttd 

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19661227 198602 1 001  

Salman sesuai dengan aslinya 

Pembina 
NIP. 1966P710 199202 1 001 
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